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ABSTRAK 

 

Wahyu Purnama Sari. 201610115096. Kewenangan Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Terhadap Pembangunan Tanpa Izin Terminal Khusus 

(TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). 

 

Banyaknya terjadi kasus pelanggaran pada perizinan Tersus atau TUKS 

dikarenakan kurangnyapengetahuan terhadap peraturan yang ada, pembangunan 

tersus ilegal beberapa kali terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data 

sekunder yang dimiliki berdasarkan hasil wawancara pejabat Pelabuhan juga 

pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik tersus atau TUKS. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif yang dilakukan baik 

digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama. Kedua 

teknik tersebut adalah studi kepustakaan dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keagiatan ilegal yang terjadi dalam hal 

pengoperasian tersus atau TUKS tanpa izin didasarkan pada ketidaktahuan pelaku 

usaha akan regulasi yang berlaku serta kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh 

syahbandar terhadap pelaku usaha yang berada pada ruang lingkup wilayah 

kerjanya. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang saat ini 

telah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada, Adapun mengenai 

masalah pembangunan Terminal khusus tanpa izin minim nya penegetahuan 

terkait informasi sehingga menjadi penyebab pengusaha mendirikan/melakukan 

pembangunan Tersus atau TUKS tanpa mengurus/mendapatkan izin terlebih 

dahulu. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan karena kasus 

pembangunan Tersus atau TUKS illegal yang pernah terjadi hingga 

mengakibatkan pembongkaran paksa cukup membuat pelaku usaha jera dan 

dengan berjalannya waktu kegiatan usaha yang ada mulai memahami mengenai 

pentingnya perizinan itu sendiri. 

Kata Kunci: syahbandar, terminal khusus, kewenangan. 
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ABSTRACT 

 

Wahyu Purnama Sari. 201610115096. The Authority of the Kesyahbandaran 

and Port Authority (KSOP) for the Unauthorised Construction of Special 

Terminals (TERSUS) or Terminals for Own Use (TUKS). 

 

 

There are many cases of violations of Tersus or TUKS permits due to lack of 

knowledge of existing regulations, illegal Terus development several times occurs 

due to lack of supervision. 

This research uses normative research methods where legal research is carried out 

by examining library materials or secondary data. Secondary data owned based on 

the results of interviews with Port officials as well as business actors in this case 

are tersus or TUKS owners. The technique of collecting legal materials in 

normative research is either used individually or used together. The two 

techniques are literature study and interviews.  

The results showed that illegal activities that occur in terms of operating tersus or 

TUKS without a permit are based on the ignorance of business actors of the 

applicable regulations and the lack of socialisation carried out by the syahbandar 

to business actors within the scope of its working area. Kesyahbandaran and Port 

Authority Class IV Ketapang currently have performed their duties in accordance 

with existing regulations, as for the problem of building a special terminal without 

a permit, the lack of knowledge related to information is the cause of 

entrepreneurs establishing / carrying out the construction of Tersus or TUKS 

without taking care / obtaining permission first. With the problems caused by 

cases of illegal Tersus or TUKS construction that have occurred resulting in 

forced demolition, it is enough to deter business actors and with the passage of 

time existing business activities begin to understand the importance of licensing 

itself. 

 

Keywords: syahbandar, special terminal, authority. 
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